LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
tahun : 2021

PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan
. MANAJEMEN PERUBAHAN 8,0 8,00 100,00%
1 Tim Kerja (1) 1,0 1,00 100,00%
SK Tim dibentuk berdasarkan
Apakah unit kerja telah membentuk mekanisme penentuan dari rapat
tim untuk melakukan pembangunan bersama pimpinan dan hakim, pegawai .
a. Zona Integritas ? YA 1 SK terlampir tahun 2020 dan 2021
Mekanisme pemilihan Tim kerja
berdasarkan pada Integritas,
Kompetensi, pemahaman akan
pekerjaan, berdedikasi tinggi dan tidak
pernah mendapat hukuman. Unsur
Pimpinan melakukan diskusi terbatas
Apakah penentuan anggota Tim selain mengenai penempatan Hakim dan ASN
pimpinan dipilih melalui sesuai kriteria dan kualifikasi yang telah
b. prosedur/mekanisme yang jelas ? A 1 ditentukan.
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) 2,0 2,00 100,00%
Rencana Kerja dibuat melalui Rapat
bersama Pimpinan, Koordinator masing-
masing area dan anggota untuk
menentukan Rencana Kerja/Aksi tahun
2021 serta target-target capaiannya.
Apakah ada dokumen rencana kerja Setelah sepakat tentang rencana kerja
pembangunan Zona Integritas menuju tersebut Pimpinan membuat SK Rencana
a. WBK/WBBM ? YA 1 Kerja/Aksi Tahun 2021
Apakah dalam dokumen pembangunan
terdapat target-target prioritas yang Target masing-masing area terlampir
relevan dengan tujuan pembangunan pada rencana kerja yang ada dikolom

b. WBK/WBBM? A 1 evidence



Apakah terdapat mekanisme atau
media untuk mensosialisasikan
c. pembangunan WBK/WBBM ?

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
WBK/WBBM (2)

Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah dilaksanakan
a. sesuaidenganrencana?

Terdapat monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan Zona
b. Integritas

Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi
c. telah ditindaklanjuti ?

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3)

2,0

3,0

2,00

3,00

1

100,00%

100,00%

Sosialisasi pada Internal dilakukan pada
setiap kegiatan rapat bulanan, apel.
Pimpinan menekankan agar masing-
masing area bisa menyelesaikan target-
target rencana kerja/aksi nya tepat
waktu. Untuk sosialisasi keluar
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah
memasang Spanduk dan Baliho pada
area Umum kantor serta didalam
website.

Untuk Laporan Pelaksanaan ZI tahun
2020 telah dilaksanakan dengan
dibuatnya Laporan dan didukung
rencana kerja/aksi masing-masing area.
Untuk pelaporan kegiatan Tahun 2021
masih berjalan sampai akhir desember
2021

Tahun 2020 dilakukan monev setiap tiga
bulan sekali dan setiap rapat bulanan
disampaikan hasil monev kepada
Pimpinan.monitoring dan untuk tahun
2021 monitoring dan evaluasi dilakukan
bulanan ( monev terlampir bulan Juli
2021)

Laporan tindak lanjut dari Monitoring
dan Evaluasi dibuat satu kesatuan
dengan Laporan Monitoring, Evaluasi
dan Tindak Lanjut Pembangunan ZI
Tahun 2021.



Apakah pimpinan berperan sebagai
role model dalam pelaksanaan
a. Pembangunan WBK/WBBM ?

Apakah sudah ditetapkan agen
b. perubahan?

Apakah telah dibangun budaya kerja
¢. dan pola pikir di lingkungan organisasi?

Apakah anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona Integritas
d. menuju WBK/WBBM?
Il.  PENATAAN TATALAKSANA 7,0

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan
1 Utama (2) 2,0

YA

7,00

2,00

1

100,00%

100,00%

- Dalam setiap kegiatan rapat bulanan,
pimpinan selalu memimpin rapat dan
memberi pengarahan-pengarahan. -
Pimpinan selalu memberi contoh hadir
dan pulang tepat waktu. - Pimpinan
selalu member arahan pada saat apel.
Pimpinan selalu memberi contoh dan
menggerakan anggota untuk melakukan
gotong royong membersihkan
lingkungan kantor.

Proses Pemilihan Agen Perubahan : -
Agen perubahan dipilih berdasarkan SK
Dirjen Badilum Nomor
1163/Dju/SK/KP.02.1/4/2019. - Dengan
membentuk tim penilai sesuai SK Nomor
W?7.U/0205/KPT/SK/KP.01.2/2/2021.
Telah dilakukan seleksi administrasi dan
wawancara. Kontribusi yang telah
diberikan oleh Agen Perubahan tersebut
adalah : - Membuat inovasi

sosialisasi Budaya Kerja Prima yang
diikuti oleh Hakim, Pegawai dan Honorer
Keterlibatan Anggota Organisasi : -
Setiap hakim, pegawai dan honorer
terlibat langsung dalam tim kerja
pembangunan Zona Integritas PT Bangka
Belitung Tahun 2021 dengan Apel
bersama, olahraga bersama, siraman
rohani, rapat bulanan dan
penandatanganan Pakta Integritas
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Apakah SOP mengacu pada peta

a. proses bisnis instansi
Prosedur operasional tetap (SOP) telah
b. diterapkan
Prosedur operasional tetap (SOP) telah
c. dievaluasi
E-Office (4)
Apakah sistem pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi
a. informasi?

4,0

4,00

1

100,00%

Peta proses bisnis dan SOP telah
dilakukan revisi terakhir kali pada tahun
2019, dan tidak ada lagi revisi SOP pada
tahun 2020. Reviu SOP tahun 2019
tersebut terkait penyelesaian perkara
pada kepaniteraan dengan ber-Inovasi
“mempercepat penyelesaian perkara”,
dimana di dalam SEMA No.2 tahun 2014
seharusnya selama 3 bulan penyelesaian
perkara dipercepat menjadi 1 bulan.

Telah dilakukan penerapan SOP di
lingkungan Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung selama tahun 2020, semua
tugas-tugas pada bidang Kepaniteraan
dan Kesekretariatan telah dilaksanakan
sesuai dengan SOP. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan telah dilakukannya
monitoring dan evaluasi terhadap SOP
pada masing-masing bagian.

Evaluasi SOP telah dilakukan pada tahun
2019. Evaluasi tersebut dilakukan
terhadap SOP kepaniteraan dan SOP
kesekretariatan. Hasil evaluasi pada SOP
kepaniteraan adalah proses percepatan
penyelesaian perkara dari 3 (tiga) bulan
menjadi 1 (satu) bulan. Sedangkan untuk
SOP kesekretariatan, perubahan yang
dilakukan hanya pada dasar hukumnya
saja.

Pengukuran kinerja SDM di lingkungan
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah
dilaksanakan dengan berbasis IT
diantaranya menggunakan aplikasi
Komdanas, SIMARI, SIWAS, SIPP.



d.
3 Keterbukaan Informasi Publik (1)

Apakah operasionalisasi manajemen
SDM sudah menggunakan teknologi
informasi?

Apakah pemberian pelayanan kepada
publik sudah menggunakan teknologi
informasi?

Apakah telah dilakukan monitoring dan
dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?

1,0

1,00

1

100,00%

Manajemen SDM di lingkungan
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah
dilaksanakan dengan berbasis IT
diantaranya menggunakan aplikasi
SIKEP. Sedangkan untuk inovasi terkait
manajemen SDM, Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung telah membuat inovasi
aplikasi “Babel Oke”.

Pelayanan kepada publik oleh
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah
dilaksanakan dengan berbasis IT, yaitu E-
Court, SIPP dan Siwas. Sedangkan inovasi
pelayanan kepada publik yaitu Aplikasi E-
Tamu, E-Peta dan Silayang.

Monitoring dan evaluasi terhadap
seluruh aplikasi E-Office selama tahun
2020 telah dilaksanakan setiap bulan.
Monitoring dilakukan terhadap aplikasi
SIWAS, SIPP, Komdanas dan SIMARI.
Dengan kesimpulan bahwa secara umum
penggunaan aplikasi teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM dan pemberian
layanan kepada publik telah
diimplementasikan secara optimal.



a. Kebijakan tentang keterbukaan
a. informasi publik telah diterapkan

b. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
b. informasi publik

lll.  PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai
1 Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5)

a. Apakah kebutuhan pegawai yang
disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-masing

a. jabatan?

10,0

0,5

YA

9,62

0,50

1

96,20%

100,00%

Berdasarkan SK Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung No.W7-
U/0901/WKPT/KP.04.5/7 /2020 tanggal
3 Juli 2020 telah ditunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Informasi publik yang dapat diakses
diantaranya yaitu; ? Informasi Umum ?
Informasi Perkara dan Persidangan ?
Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan
? Informasi Peraturan Kebijakan dan
Hasil Penelitian ? Informasi tentang
Organisasi, Administrasi, Kepegawaian
dan Keuangan ? Informasi lainnya
seperti penerimaan CPNS, penerimaan
honorer, penerimaan calon hakim dan
hakim Ad Hoc.

Monitoring dan evaluasi terhadap
keterbukaan informasi publik selama
tahun 2020 telah dilaksanakan setiap
bulan. Hasil yang diperoleh bahwa
website Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung sudah memberikan informasi
kepada publik secara terbuka, ini bisa
dilihat dari konten yang tersedia di
dalam website seperti desk info,
pelayanan PTSP, pelayanan SIPP, dan E-
Court.

kebutuhan pegawai tahun 2021
mengacu kepada beban kerja dan hasil
ABK. jumlah kebutuhan pegawai masing
masing jabatan terdapat dalam
rekapitulasi hasil perhitungan ABK 2021



C.

b. Apakah penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan?

c. Apakah telah dilakukan monitoring
dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Pola Mutasi Internal (1)

C.

a. Dalam melakukan pengembangan
karier pegawai, apakah telah dilakukan
mutasi pegawai antar jabatan?

b. Apakah dalam melakukan mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan?

c. Apakah telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja?

Pengembangan Pegawai Berbasis
Kompetensi (2,5)

a.

a. Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi ?

b. Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi pegawai,
apakah mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai?

1,0

2,5

YA

YA

YA

YA

0,83

0,50

2,29

1

83,33%

91,67%

penempatan pegawai HASIL
REKRUITMEN sesuai kebutuhan ABK
2021

Rekruitmen pegawai tahun 2020 tidak
ada, untuk rekruitmen pegawai tahun
2019 SK penempatan pada bulan
desember 2020 dan mulai aktif bulan
februari 2021. Monev akan dilakukan
setelahnya. penempatan pegawai hasil
rekruitmen sesuai dengan SK Mahkamah
Agung Rl dan ABK PT Babel.

Mutasi tahun 2020 dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi
dan kompetensi pegawai.

Berdasarkan pola mutasi dan promosi,
dilakukan berdasarkan kompetensi
dengan melihat kinerja, Pendidikan dan
SK KPT homor W7-
U/0718/SK/KP.01.2/2/2019 tentang
Promosi dan mutasi pada PT Bangka
Belitung

Ya, monev dilakukan bulan november
2020 dengan penilaian

TNA dilakukan berdasarkan Analisa
kebutuhan diklat untuk menemukan
kesenjangan kompetensi jabatan
rencana pengembangan kompetensi
dilakukan berdasarkan Perka BKN Nomor
17 Tahun 2011 dengan tahapan
menganalisa kesenjangan gap
kompetensi dan menentukan jenis diklat
yang sesuai untuk mengatasi
kesenjangan tersebut



f.
4 Penetapan Kinerja Individu (4)

c. Persentase kesenjangan kompetensi
pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan

d. Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya.

e. Dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, apakah unit kerja
melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau

melalui coaching, atau mentoring, dll)
?

f. Apakah telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja?

a. Terdapat penetapan kinerja individu
yang terkait dengan kinerja organisasi

b. Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik

4,0

0,50
4,00

100,00%

Prosentase kesenjangan pegawai dihitun
berdasar jumlah data jumlah pegawai
yang harus mengikuti diklat kompetensi
jabatan dan yang telah mengikuti tahun
2020

Kesempatan diklat diperoleh dengan
beberapa cara, seperti mendaftaran
secara pribadi melalui badan litbang MA
RI, usulan dari satker dan panggilan
untuk mengikuti diklat melalui surat
resmi balitbang

Dilaksanakan melalui daring karena
situasi pandemi, dimana dalam metode
daring peserta melakukan pembelajaran
mandiri dan pembelajran secara daring
dengan pemateri dan peserta lain
melalui video teleconference
Pengembangan kompetensi
dilaksanakan selama kurun waktu tahun
2020 secara daring, dengan hasil
sertifikat sebagai tanda bukti peserta
telah lulus mengikuti diklat dan
memperoleh kompetensi yang
diharapkan sesuai jenis diklat yang
diikuti, tercermin dalam capaian kinerja
pegawai yang bersangkutan meningkat
dalam periode tahun 2019 dan 2020

Penetapan kinerja individu Sesuai
dengan pp no 30 tahun 2019 pasal 24.

Ya, ukuran kinerja individu
menggunakan target dan capaian serta
perilaku kerja.

penilaian kinerja dibuat bulanan yang
dijadikan syarat dalam pengajuan
remunerisasi setiap bulannya.
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6

d. Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar untuk pemberian

reward (pengembangan karir individu,

d. penghargaan dll).

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai (1,5)

a. Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
a. dilaksanakan/diimplementasikan

Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)

a. Data informasi kepegawaian unit
kerja telah dimutakhirkan secara
a. berkala.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

1

Keterlibatan Pimpinan (5)

a. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
a. Perencanaan

1,5

0,5

10,0
5,0

YA

1,50

0,50

1

1

100,00%

100,00%

10,00 100,00%

5,00

100,00%

Dasar pemberian reward, berdasarkan
SK KPT nomor W7-
U/1215/KPT/SK/KP.02.1/8/2021 tentang
pemeberian penghargaan Hakim,
Pegawai dan honorer

PT Babel mengirimkan laporan
penegakan disiplin Hakim setiap bulan
ke Badan Pengawasan MA RI
berdasarkan absensi. Inovasi untuk
membantu pengawasan pimpinan dalam
penegakan disiplin aparatur yaitu Babel
OK (Bangka Belitung Online
Kepegawaian) dimana proses izin dan
cuti dilakukan online dengan pola
berjenjang oleh atasan masing masing.

Data sikep telah dimutakhirkan.
Pelaksanaan validasi data diperiksa
setiap hari oleh admin sikep PT Babel
agar setiap update data dan informasi
kepegawaian dapat diketahui untuk
divalidasi.

Ya, pimpinan pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung terlibat secara langsung
pada saat penyusunan perencanaan.
Pimpinan menyampaikan keperluan
anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran. Didalam penyusunan
perencanaan dilakukan pada akhir tahun
sebelum nya yaitu mulai pada bulan
November sd Desember dan pada bulan
januari pembuatan Perjanjian Kinerja
Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
yang ditandatangani oleh Dirjen
Badilum.
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b.

C.

b. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja

c. Apakah pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

a.

a. Apakah dokumen perencanaan
sudah ada

5,0

YA

5,00

1

100,00%

Ya, pimpinan pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung telah terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
penetapan kinerja . Pimpinan
menetapkan Surat Keputusan Penetapan
IKU (Indikator Kinerja Utama).
Penyusunan penetapan Indikator Utama
disusun dan ditetapkan sebelum
Perjanjian Kinerja dibuat dan
ditandatangani pada akhir tahun bulan
Desember 2020 dan pada awal tahun
dibuat perjanian kinerja.

Ya, pimpinan pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung telah memantau
pencapaian kinerja para aparatur
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung secara
berkala melalui rapat bulanan. Di dalam
rapat bulanan semua bagian
menyampaikan capaian kinerja dan
kendala yang dihadapi oleh setiap
bagian.

Unit kerja Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung telah memiliki dokumen
perencanaan (dokumen SAKIP terlampir)
yaitu berupa Dokumen IKU, Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahun
(RKT), Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja
(PKT) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) dan telah diupload
melalui aplikasi E-SAKIP



b. Apakah dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil YA

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja
Utama (IKU) YA

d. Apakah indikator kinerja telah
SMART (Specifik, Measureable,
Achievable, Relevant and Time) A

e. Apakah laporan kinerja telah disusun
tepat waktu YA

f. Apakah pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang kinerja A

Dokumen perencanaan Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung telah berorientasi
hasil berupa dokumen SAKIP yang
menggambarkan hasil kinerja yang telah
dilakukan. Di dalam dokumen Rencana
Strategis telah direncanakan Target apa
saja yang ingin dicapai dan besar nya
target yang ingin dicapai, dan dapat
dilihat capaian hasil di dalam Laporan
Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP).

IKU merupakan Indikator Kinerja Utama
yang ada di Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung (dokumen IKU terlampir).
Indikator Kinerja Utama, Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan
disusun dan ditetapkan pada akhir tahun
yaitu di bulan desember sehingga bisa
ditentukan Perjanjian Kinerja pada awal
tahun.

lya, Indikator Kinerja Utama telah
mengikuti kaidah SMART karena telah
menggambarkan hasil kinerja yang ada
(dokumen IKU terlampir)

Ya, laporan kinerjatelah disusun tepat
waktu (dokumen terlampir), laporan
Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh
Tim Satuan Tugas SAKIP pada Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung yang mana
berdasarkan Surat dari Sekretaris
Mahkamah Bahwa dokumen SAKIP
tersebut dikirimkan paling lambat
tanggal 28 Februari 2020.

Ya, pelaporan telah memberikan
informasi tentang kinerja berupa
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel,
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara (Laporan Kinerja
terlampir).



V.

g.

h.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

PENGUATAN PENGAWASAN

1

2

Pengendalian Gratifikasi (3)

a.

b.

a. Telah dilakukan public campaign
tentang pengendalian gratifikasi

b. Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan

Penerapan SPIP (3)

a.

a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian

15,0
3,0

3,0

YA

1

15,00 100,00%

3,00

3,00

1

100,00%

100,00%

Surat Tugas Pelatihan diklat

Bahwa pada Sub Bagian Rencana
Program dan Anggaran di Pengadilan
Tinggi Bangka pada tahun 2020 hanya
satu orang saja yang sudah mengikuti
Diklat yaitu Kasubbag nya saja.

public campaign mengenai pengendalian
gratifikasi telah dilaksanakan melalui
audio kampanye pencegahan gratifikasi
dilingkungan kantor, CCTV, website PT
BABEL, pemasangan spanduk di area
kantor dan banner dalam kantor yang
dilakukan secara berkesinambungan
serta bosur yang diberikan kepada
masyarakat pencari keadilan.
lImplementasi gratifikasi dilingkungan PT
BABEL dilaksankan melalui Sosilaisasi
yang dilaksanakan dalam rapat bulanan
dan apel.

Pengendalian SPIP dilingkungan PT
BABEL dilasanakan melalui sosialisasi
kepada hakim dan aparatur dengan
melaksanakan pengawasan bidang dan
pengawasan daerah diwilayah hukum PT
BABEL, dengan inovasi berupa aplikasi E-
Wasbid berbasis web.



b. Telah dilakukan penilaian risiko atas
b. pelaksanaan kebijakan

c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir
c. risiko yang telah diidentifikasi

d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh pihak
d. terkait

3 Pengaduan Masyarakat (3)

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat
a. telah diimplementasikan

3,0

3,00

1

100,00%

Kebijakan penyelesaikan perkara tepat
waktu tidak terlasana disebabkan karena
permasalahan sarana dan parasarana
seperti kerusakan pada computer yang
tidak segera diperbaiki dan terbatasnya
jumlah printer sehingga mempengarubhi
penyelesaian pengetikan putusan.

Melakukan perawatan secara berkala
terhadap sarana dan prasarana yang ada
dan mengajukan anggaran pengadaan
printer ke MARI. PT . BABEL Menimalisir
terjadinya resiko seperti kebakaran. .

SPI telah di informasikan kepada seluruh
Hakim dan Aparatur PT BABEL memalui
Sosialisasi

Selama tahun 2020 tidak ada pengaduan
masyarakat yang menyangkut PT BABEL
baik mengenai pelayanan terhadap
masyarakat pencari keadilan maupun
yang berkaitan dengan prilaku Hakim
dan Aparaturnya. PT BABEL telah
membuat aplikasi Si-layang yaitu aplikasi
pengaduan melalalui WA



b. b.Penanganan Pengaduan Masyarakat

c. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penanganan pengaduan
c. masyarakat

d. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
d. ditindaklanjuti

4 Whistle-Blowing System (3)

a. Apakah Whistle Blowing System
a. sudah diinternalisasi ?

b. Whistle Blowing Systemtelah
b. diterapkan
c. Telah dilakukan evaluasi atas
c. penerapan Whistle Blowing System

d. Hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System telah
d. ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

3,0

3,0

YA

100 1,0

3,00

3,00

1

1

100,00%

100,00%

a. Penanganan pengaduan masyarakat
selama Januari sd Agustus 2021 DI PT
BABEL telah diimplementasikan melalui
website (Siwas MARI, aplikasi silayang)
dan tersedianya meja pengaduan di
PTSP. b. Oleh karena dalam laporan
monev penanganan pengaduan
masyarakat selama tahun 2021 tidak
ditemukan adanya pengaduan, sehingga
tidak perlu di tindak lanjuti. Telah
dilaksanakan monev terhadap
penanganan pengaduan masyarakat
selama tahun 2021

Berdasarkan laporan monev atas
penanganan pengaduan selama Januari
sd Agustus 2021 tidak ada pengaduan
yang diterima.

Karena tidak ada pengaduan yang
diterima pada Januari sd Agustus 2021
maka tidak lakukan tindak lanjut
terhadap pengaduan

Mengenai internalisasi WBS selama
tahun 2020 DI PT BABEL telah di
sosialisasikan kepada Hakim Dan
Aparatur PT BABEL

WABS selama tahun 2020 DI PT BABEL
telah diimplementasikan melalui website
(Siwas MARI, aplikasi silayang) dan
tersedianya meja pengaduan di PTSP

Telah dilaksanakan monev terhadap
pelaksanaan WBS selama tahun 2020

Oleh karena dalam laporan monev WBS
selama tahun 2020 yang tidak
ditemukan adanya pengaduan sehingga
tidak perlu di tindak lanjut



Identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan adalah situasi dimana
Hakim atau Aparatur PT BABEL memiliki
atau patut diduga memiliki kepentingan
pribadi terhadap setiap penggunaan

a. Telah terdapat wewenang sehingga dapat
identifikasi/pemetaan benturan mempengaruhi kualitas keputusan,
a. kepentingan dalam tugas fungsi utama A 1 kebijakan, atau tindakannya.

Telah dilaksanakan sosialisasi benturan
kepentingan di lingkungan PT BABEL
Tahun 2021 kepada Hakim Dan Aparatur
bertujuan untuk mengenal, mencegah,
dan mengatasi situasi-situasi benturan
b. Penanganan Benturan Kepentingan kepentingan secara transparan dan
b. telah disosialisasikan/internalisasi A 1 efisien tanpa mengurangi kinerja.

pelaksanaan benturan kepentingan di PT
BABEL dilaksanakan dengan pembagian
c. Penanganan Benturan Kepentingan tupoksi yang jelas yang dituangkan
c. telah diimplementasikan A 1 dengan SK dan di atur dalam SOP

Telah dilaksanakan monev terhadap
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
d. Penanganan Benturan Kepentingan A 1 selama tahun 2020 secara berkala .

Berdasarkan hasil laporan monev

e. Hasil evaluasi atas Penanganan penanganan benturan kepentingan PT
Benturan Kepentingan telah BABEL tahun 2020 yang hasilnya NIHIL
e. ditindaklanjuti A 1 sehingga tidak ada tindak lanjut

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
6 pegawai 0 000 %



b.

a. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
b. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN)

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10,0
1 Standar Pelayanan (3) 3,0

a. Terdapat kebijakan standar
pelayanan

b. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan
standar pelayanan

10,00 100,00%

3,00

100,00%

yang harus lapor 25 dan yang sudah
lapor 25. Laporan LHKPN bagi Hakim Dan
Aparatur PT BABEL pada tahun 2020
telah disampaikan secara tepat waktu
yang harus lapor 13 dan lhkasn yang
sudah lapor 13 termasuk 3 orang cpns
2020

Standar Pelayanan PT Babel telah dibuat
sesuai SK nomor :W7-
U/0546/KPT/KP.00.3/4/2019 tanggal 11
April 2019 dan dibuat Inovasi Standar
Pelayanan dengan dibentuknya Standar
SOP PTSP

Semua Standar Pelayanan PT babel
sudah dimaklumatkan yaitu meliputi : 1.
Pelayanan Kesekretariatan 2. Pelayanan
Kepaniteraan meliputi Pengaduan
Inovasi maklumat layanan Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung adalah
mempercepat penyelesaian Perkara 1
bulan (di dalam SEMA No. 2 Tahun 2014
selama 3 bulan), One Day Minute, One
Day Publish, dan berkas dikirim ke
Pengadilan Negeri Pengaju paling lambat
keesokan harinya.

- Penerapan SOP Pelayanan PT Bangka
Belitung dilakukan revisi Tahun 2019
tentang SOP Standar Pelayanan. Tahun
2020 tidak ada revisi SOP Standar
Pelayanan dan inovasinya mempercepat
penyelesaian Perkara 1 bulan (di dalam
SEMA No. 2 Tahun 2014 selama 3 bulan),
One Day Minute, One Day Publish, dan
berkas dikirim ke Pengadilan Negeri
Pengaju paling lambat keesokan harinya



d.

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP

2 Budaya Pelayanan Prima (4)

a.

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima

4,0

4,00

1

100,00%

Reviu SOP Tahun 2019 pada
kepaniteraan berupa percepatan
penyelesaian perkara 1 bulan (di dalam
SEMA No. 2 Tahun 2014 selama 3 bulan)
sedangkan Tahun 2020 tidak ada reviu
SOpP

a. Tahun 2021 telah dilakukan
pembinaan terhadap petugas PTSP
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung; b.
Pada tanggal 30 Agustus s.d 01
September 2021 dilakukan kegiatan
bimbingan teknis tenaga teknis
kepaniteraan sewilayah hukum
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
dengan jumlah peserta sebanyak 38
orang dari Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti dan Staf
Kepaniteraan dari Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi sewilayah hukum
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
sekaligus memperkenalkan inovasi
layanan pada Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung yaitu LITERASI (Portal Informasi
Terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung) Inovasi pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dan Portal Informasi
yang Terintegrasi dengan Pengadilan
Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung yang dapat
diakses melalui website Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung c. Pada bulan
Februari 2020 dilakukan kegiatan
Bimbingan Teknis Kepaniteraan
mengenai E-Litigasi (E-Court), SIPP dan
SPPT-TI,Biaya Perkara dan SIPP-IT
dengan jumlah peserta sebanyak 33
orang dari Panitera Muda, Panitera
Pengganti, Juru Sita dan Admin IT
Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung; d.



Pada bulan Maret 2020 dilakukan
Sosialisasi dan Praktek Pelayanan Prima
kepada Para Petugas PTSP dan Satpam
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Media yang digunakan dalam hal
Pelayanan selama Tahun 2021 melalui
b. Informasi tentang pelayanan mudah Facebook, Instagram dan Website
b. diakses melalui berbagai media A 1 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



c. Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai standar

- Sampai dengan triwulan Il Tahun 2021
di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
tidak pernah diterapkan karena tidak
ada pegawai yang melakukan
pelanggaran; - Di tanggal 18 Agustus
2021 diberikan reward kepada pegawai,
petugas PTSP dan tenaga honorer sesuai
SK KPT Bangka Belitung Nomor : W7-
U/1221/KPT/2K/KP.05.8/8/2021 tanggal
18 Agustus 2021 tentang Pemberian
Penghargaan Petugas PTSP pada
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, SK
KPT Bangka Belitung Nomor : W7-
U/1222/KPT/SK/KP.05.8/8/2021 tanggal
18 Agustus 2021 tentang Pemberian
Penghargaan Pegawai Negeri Sipil pada
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan
SK KPT Bangka Belitung Nomor : W7-
U/1223/KPT/SK/KP.05.8/8/2021 tanggal
18 Agustus 2021 tentang Pemberian
Penghargaan Tenaga Honorer pada
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
Sanksi dan Reward yang diberikan
kepada pegawai Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung berdasarkan PP Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. - Sanksi di Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung selama tahun 2020
tidak pernah diterapkan karena tidak
pegawai yang melakukan pelanggaran; -
Reward selama Tahun 2020 diberikan
kepada pegawai pada tanggal 19 Juni
2020 sesuai SK WKPT Bangka Belitung
Nomor : W7-
U/0853/SK/WKPT/KP.01.2/6/2020
Reward diberikan kepada Petugas
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai SK KPT
Bangka Belitung Nomor : W7-
U/0956.a/KPT/SK/KP.05.8/7/2020



d.

e.

d. Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan

SK Pelayanan terpadu satu pintu PT
Bangka Belitung

Di Tahun 2021 terdapat inovasi layanan
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
yaitu LITERASI (Portal Informasi
Terintegrasi Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung) Inovasi pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dan Portal Informasi
yang Terintegrasi dengan Pengadilan
Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung yang dapat
diakses melalui website Pengadilan
Tinggi Bangka Belitung; Inovasi Unggulan
Layanan Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung adalah : Percepatan
Penyelesaian Perkara 1 bulan (di dalam
SEMA No. 2 Tahun 2014 selama 3 bulan),
One Day Minute, One Day Publish, dan
berkas dikirim ke Pengadilan Negeri
Pengaju paling lambat keesokan harinya.
Inovasi Layanan Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung adalah 1. SILAYANG
(Sistem Informasi Pelayanan Langsung)
Merupakan aplikasi yang memudahkan
masyarakat agar dapat berkomunikasi
secara langsung dengan petugas
pelayanan Manfaat : dapat diakses
kapanpun dan dimanapun, mudah
dengan penggunaan andoid, layanan
info dan pertanyaan dapat diupdate
selama 24 jam; 2. E-PEETA (Layanan
Perpanjangan dan Penetapan
Penahanan Secara Elektronik) Layanan
ini bertujuan untuk memudahkan dan
mempercepat proses perpanjangan
penahanan dan penetapan penahanan di
wilayah Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung 3. E-Advocat Merupakan
aplikasi pendaftaran advocat secara
online. Manfaat : Proses pendaftaran
dan penyumpahan advocat lebih mudah



dan cepat; Inovasi Transparansi: 4.
SIREPA (Sirepa Informasi Rencana
Program dan Anggaran) Manfaat :
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
dalam keterbukaan informasi public dan
perbaikan kinerja pelayanan adminstrasi
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
5. E-SILKA (Sistem Informasi Laporan
Keuangan Berbasis Akrual) Manfaat :
Memudahkan operator SAIBA dan
SIMAK BMN baik operator dari satuan
kerja maupun operator wilayah dalam
menghimpun data dukung untuk
dilaporkan kepada bagian akuntainsi
BIRO Keuangan MA Inovasi Peningkatan
Pengawasan Kedisiplianan: Aplikasi
BABEL OK Manfaatnya : memudahkan
pegawai dalam mengajukan izin,cuti dan
mengarsipkan dokumen kepegawaian
secara digital Inovasi Pengingkatan
Pengawasan ke Daerah : Aplikasi E-
WASBID (Aplikasi Pengawasan bidang
dan pengawasan daerah berbasi web
dilingkungan Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung) Aplikasi ini bertujuan untuk
pembuatan Laporan Pengawasan (LHP)
Inovasi Terintegrasi dengan Satuan Kerja
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung 1. E-PEETA (Layanan
Perpanjangan dan Penetapan
Penahanan Secara Elektronik) Layanan
ini bertujuan untuk memudahkan dan
mempercepat proses perpanjangan
penahanan dan penetapan penahanan di
wilayah Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung 2. Aplikasi E-WASBID (Aplikasi
Pengawasan bidang dan pengawasan
daerah berbasi web dilingkungan
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung)
Aplikasi ini bertujuan untuk pembuatan
Laporan Pengawasan (LHP) 3. E-SIGAP



3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3)

a.

a. Dilakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan

3,0

3,00

100,00%

(Sita, Geledah, Tahanan dan Penerbitan
Izin Besuk) 4. E-SILKA (Sistem Informasi
Laporan Keuangan Berbasis Akrual)
Manfaat : Memudahkan operator SAIBA
dan SIMAK BMN baik operator dari
satuan kerja maupun operator wilayah
dalam menghimpun data dukung untuk
dilaporkan kepada bagian akuntainsi
BIRO Keuangan MA 5. E-SILANG (Sistem
Informasi Denda Tilang)

Survey kepuasan masyarakat di
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
periode | tahun 2021 dengan nilai IKM
3,69 atau 92.33% Survey Kepuasan
Masyarakat di Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung Triwulan lll Tahun 2021 dengan
nilai IKM 3,85 atau 96,25%



Hasil survey triwulan Ill Tahun 2021
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui website
b. dapat diakses secara terbuka A 1 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Survey kepuasan masyrakat di
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Triwulan 1l tahun 2021 telah dilakukan
dengan hasil sangat baik dimana hasil
terendah yaitu : 1. Waktu Pelayanan 2.
Prasarana, sarana dan kelengkapan
fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana
Tanggapan dan usulan Rekomendasi : 1.
Agar Petugas PTSP lebih cepat
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan 2. Prasarana, sarana
dan kelengkapan fasilitas yang sudah
ada dan memerlukan perbaikan agar
diperbaiki 3. Agar petugas/pelaksana
bekerja secara profesional sesuai dengan
tugas dan fungsinya Survey kepuasan
masyrakat di Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung periode | tahun 2021 telah
dilakukan dengan hasil sangat baik
dimana hasil terendah yaitu : 1. Ruang
lingkup waktu pelayanan - Diterapkan
percepatan penyelesaian perkara selama
1 bulan - Agar petugas PTSP dan pegawai
PT Bangka Belitung lebih cepat
memberikan pelayanan kepada
pengguna layanan 2. Ruang lingkup
biaya/tarif Biaya proses perkara

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil dipublikasikan di website Pengadilan
c. survey kepuasan masyarakat A 1 Tinggi Bangka Belitung.
TOTAL PENGUNGKIT 59,62 99,37%
1 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20 19,74 98,70%
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Laporan Hasil Survey IPK Triwulan Il tahun

a. Eksternal) (15) 15,0 3,93 14,74 98,25% 2021 sudah ditandatangani



Persentase temuan hasil pemeriksaan

(Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 100,00
b. (5) 5,0 100 500 %
2  KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) 20 19,25 96,25%
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei
a. Eksternal) (20) 20,0 3,85 19,25 96,25%
TOTAL HASIL 40,00 38,99 97,47%

Temuan dari Internal dan Eksternal tidak
ada Laporan Tindak lanjut hakim
pengawas bidang

- Survey Triwulan Il tahun 2021 - Laporan
Hasil Survey IKM sudah ditandatangani

Nilai Pembangunan Z 100 9861 o861 |



